SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 23 TAHUN
2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN PENATAUSAHAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang :

Mengingat

a.

DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 2 poin e
angka 9 yang Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah yang menyatakan bahwa Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Makassar
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga Peraturan
Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang
bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu
diubah dan ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Makassar Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau dalam rangka
menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Alas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



Menetapkan

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

PROVINSI SULAWESI SELATAN
-4-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kata Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2017 Nomor 7);

Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kata
Makassar Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
PENATAUSAHAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kola Makassar Nomor 23 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021

Nomor

23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 11

Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada
RKPD yang dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada
program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah terkait.

Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Di antara ayat (3) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga
Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

(32)

(4)

Pasal 12

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada
Wali Kota Makassar.

Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menunjuk SKPD
terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan verifikasi atas usulan
permohonan hibah.

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian melakukan
evaluasi atas usulan tertulis dan menyusun Berita Acara Evaluasi dan
Verifikasi sebagai dasar pembuatan rekomendasi untuk selanjutnya
disampaikan kepada Wali Kota Makassar melalui TAPD.

Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi salah satu dasar dalam
penyusunan Sub Kegiatan pada RKPD.

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian memberikan
pertimbangan atas rekomendasi SKPD sesuai dengan prioritas dan
kemampuan keuangan daerah untuk selanjutnya dibuat Rekomendasi TAPD
kepada Wali Kota Makassar.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 dihapus sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

Pelaksanaan anggaran hi bah uang, barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD terkait.
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Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Oktober 2023
WALIKOTA MAKASSAR,
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 43

4linan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
riqt Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 69
TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

LAMPIRAN B-01
LAMPIRAN 8-02
LAMPI RAN B-03
LAMPIRAN B-04
LAMPIRAN B-05
LAMPIRAN 8-06
LAMPIRAN B-07
LAMPIRAN B-08
LAMPIRAN B-09
LAMPIRAN B-10
LAMPIRAN B-11
LAMPIRAN B-12
LAMPIRAN B-13
LAMPIRAN B-14
LAMPIRAN B-15
LAMPIRAN B-16
LAMPIRAN B-17
LAMPIRAN B-18
LAMPIRAN B-19
LAMPIRAN B-20
LAMPIRAN B-21
LAMPIRAN B-22
LAMPIRAN B-23
LAMPIRAN B-24
LAMPIRAN B-25

LAMPIRAN B-26
LAMPIRAN B-27
LAMPIRAN B-28
LAMPIRAN B-29
LAMPIRAN B-30
LAMPIRAN B-31

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
PENY AJIAN LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
NERACA

LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN OPERASIONAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI KAS

AKUNTANSI PIUTANG

AKUNTANSI INVESTASI

AKUNTANSI DANA BERGULIR

AKUNTANSI PERSEDIAAN

AKUNTANSI ASETTETAP

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

AKUNTANSI KEWAJIBAN

AKUNTANSI EKUITAS

AKUNTANSI PENDAPATAN

AKUNTANSI BEBAN

AKUNTANSI BELANJA

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

AKUNTANSI PENYUSUTAN

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL

AKUNTANSI HIBAH

AKUNTANSI TRANSFER

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPRTI INVESTAS



